REPUBLIK INDONESIA

No.1211, 2018 KEMENKUMHAM. Ujian Pengangkatan Notaris.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Ujian
Pengangkatan Notaris serta untuk mewujudkan penilaian
yang cepat dan transparan dalam pelaksanaan Ujian
Pengangkatan Notaris, perlu dilakukan perubahan untuk
menyesuaikan  dengan  perkembangan = kebutuhan
masyarakat terhadap pelaksanaan Ujian Pengangkatan
Notaris;

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 25 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian

Pengangkatan Notaris;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan
Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1727)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat

dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,



Menetapkan
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Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2129);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1669);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian
Pengangkatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1669) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Dalam mengajukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Calon Notaris wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Dberijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang
S2 (strata-dua) kenotariatan;

c. sudah melaksanakan program magang di
kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di
kantor Notaris yang mempunyai masa kerja
paling singkat 5 (lima) tahun dan telah

menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta;



